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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul

SUATU TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI

KATA PENGANTAR

HUKUM PERHIMPUNAN MODAL CAPITAL.

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan
penulis juga menyadari bahwa karva ilmiah ini masih banyak kekurangannya
karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan
dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penuiis masih mengharapkan saran-saran dab kritikan-kritikan

serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan

‘datang.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak usaha yang dilakukan manusia untuk menghidupkan diri dan
keluarganya. Ada yang dengan mengolah tanah pertanian, menjadi
karyawan/pegawai, berdagang, mendirikan perusahaan baik perorangan maupun
secara kolekiif.

Perusahaan yang didirikan secara bersama-sama ini ada yang berbadan
hokum dan ada yang tidak berbadan hokum. Salah satu perusahaan berbadan
hokum (recht persoon) adalah Perseroan Terbatas yang lebih dikenal singkatan
PT.

Perseroan Terbatas (PT) ini dahulu dikenal dengan nama Naamloze
Vennootschap atau disingkat NV yang jika diartika atau diterjemahkan secara
harfiah adalc% persercan tanpa nama. Perseroan tanpa nama ini bukan berarti
perseoran tersebut tidak boleh memakai nama. Untuk memberikan jati diri atau
identitas atas Perseroan Terbatas itu tetap <'iberi nama yang diambil dari nama
tujuan PT yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) menyatakan Naamloze Vennootschap (NV) yang sekarang
dinamakan Perseroan Terbatas (PT) tidak mempunyai firma, juga tidak memakai
nama dari seorang sekutu atau lebih melainkan ia mengutip namanya dari pokok

(tujuan) perusahaannya.
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Perusahaan berbadan hokum ada yang merupakan himpunan orang
(persoonen assosiatie) dan ada sebagai himpunan modal (capital assosiatie).
Sebagai contoh dari perusahaan berbadan hukum yang merupakan himpunan
orang diantaranya adalah Koperasi, sedangkan contoh dari perusahaan berbadan
hukum yang merupakan asosiasi modal dapat dikemukakan di sini adalah PT.

Karakteristik (ciri khas) darii asosiasi orang dapat dilihat di sini bahwa
orang-orang yang menjadi anggota atau sekutunya mempunyai pengaruh yang
sangat besar sekali terhadap perusahaannya. Bubar atau berakhirnya perusahaan
tersebut dapat ditentukan oleh anggotanya. Di samping itu pergantian seperti
dalam perusahaan yang merupakan perusahaan asosiasi modal. Sebaliknya dalam
perusahaan asosiasi modal para anggota atau perseroan sama sekali tidka dapat
mempengaruhi perusahaannya kecuali nanti pada saat dilakukan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dalam memberikan suara. Di samping itu persero atau
para anggota ini sewaktu-waktu kalau ia tidak ingin lagi sebagai anggota, maka
dapat dialihkannya kepada orang lain dan juga dengan mudahnya orang lain
dapatt masuk menjadi anggota atau persero baru. Sudah selalu kita mendengar
bahwa sebuah PT melakukan go public atau go internasional dalam rangka
memperbesar modalnya dengan cara menjual sahamnya di bursa/pasar modal.

Dengan adanya lembaga saham yang dikeluarkan PT yang bersangkutan,
maka apabila ada seorang pemegang saham yang tidka lagi mau ikut serta sebagai
perseor maka ia dapat langsung ﬁlengalihkan sahamnya kepada pihak lain yang
bersedia menggantikannya, apakah dengan cara juall beii, hibah atau warisan.

Misalnya dalam hal seseorang pemegang saham meninggal dunia, maka secara
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langsung hak atas saham itu dianggap beralih kepada para ahli warisnya. Semua
ini berlangsung tanpa perlu memperbaharui atau membubarkan PT yang
bersangkutan. Kondisi seperti ini diperlukan untuk menjaga keutuhan modal yang
yang telah terkumpul dengan susah payah itu. Demikian pula apabila PT yang
bersangkutan ingin memperbesar modalnya cukup PT ini mengeluarkan saham
lagi dan saham ini dijual kepada orang lain, yang berarti PT menambah anggota
baru.

Menjual saham PT bisanya melalui pasal modal (bursa saham). Cara inilah
yang disebut go public, dan sekarang ini kita ketahui bahwa pemerintah sedang
mempersiapkan undang-undang tentang pasar modal.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (5) UUPT yang menyatakan
sebagai berikut :

“Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas
tunjuk yang diperdagangkan di pasal modal diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal”

Di samping itu salah satu kemandirian PT juga terletak pada segi
pertanggung jawaban terbatas. Di sini dimaksudkan adalah apabila terjadii hutang
atau kerugian-kerugian maka hutang maupun kerugian-kerugian itu semata-mata
dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT itu dan tidak
sampai mengikut sertakan harta pribadi masing-masing persero. Jadi para
penanam modal atau persero secara pasti tidak akan memikul kerugian akibat
hutang itu melebihi dari bahagian modalnya dalam PT itu. Sifat pertanggung
jawaban terbatas ini merupakan umpan pendorong agar banyak orang ikut

berpartisipasi menanamkan modalnya (investasinya) di iPT tersebut. Secara
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ekonomis unsur pertanggung jawaban terbatas ini perlu diadakan dalam PT itu
dalam rangka menghimpun modal sebanyak-banyaknya. Namun demikian tidak
seluruh PT secara otomatis melekat sifat kemadiriannya. Sifat ini baru melekat

setelah PT yang bersangkutan memperoleh status badan hukum.

B. Perumusan Masalah
Dari uraian-uraian di atas sebenarnya banyak masalah yang dapat
dikemukakan, tetapi dalam pernelitian ini hanya dibatasi dalam beberapa maslaah
saja, yaitu :
1. Apakah setiap PT yang didirikan seketika itu juga sudah melekat sifat
kemandiriannya

2. Apa saja sifat kemandirian PT sebagai badan hukum penghimpun modal

C. Hipotesa
Hipotesa adalah meruperlan jawakan sementara dari suatu penelitian yang
harus diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian.
Dari permaslaahan di atas Qapat dikemukakan hipotesar:ya sebagai berikut:
1. Tidak setiap PT yang didirikan sudah melekat sifat kemandiriannya karena
untuk mencapai taraf kemandirian diperlukan syarat-syarat tertentu
2. Sifat kemandirian PT sebagai perusahaan yang berbadan hukum penghimpun
modal, yaitu keanggotaannya mudah dialihkan kepada orang lain, dan setiap
waktu orang lain dapat menjadi anggota bai1. serta tanggung jawab persero

hanya sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam PT
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam beberapa literature (kepustakaan) kita jumpai ada badan usaha yang
berbentuk himpunan orang dan himpunan modal. Himpunan orang (personen
assosiatie) dapat kita beri contoh misalnya Koperasi, Firma Commanditer
Vennootschap (CV) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jenis assosiasi
penghimpun modal salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Assosiasoi
penghimpun modal (capital assosiatie) merupakan cirri utamanya adaiah yang
dipentingkan bagaimana mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya tanpa
melihat orang-orangnya. Berbeda halnya dengan assosiasi orang di mana di sini
orang perseorangan dalam assosiasi tersebut sangat berfengaruh terhadap
wadahnya.

Umumnya yang dimaksud dengan assosiasi adalah suatu wadah untuk
kerjasama yang relative lama dan kontinu antara 2 (dua) orang atau lebih dengan
maksud agar dapat dipermudah mencapai suatu tujuan yang dikehendaki
(association, in social science yse, a special purpose group or organization with its
own administrative structure and functionaries, such as political party trade union,
corporation, social club or organized special interest group), demikian Rughi
Prasetya1

Tujuan yang dikehendaki ini dapat bersifat komersial (mencari

keuntungan) dar: i dak bersifat komersial (tidak mencari keuntungan). Tergolong

' Rudhi Prasetya yang mengutip dari Encyclopedia Britanica-Micropaeda, Kedudukan

Mandiri dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas, Disertasi, Airlangga
University Press, 1983, hal. 20
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yang bersifat komersial antara lain Firma, CV dan PT yang semata-mata sebagai
asosiasi yang tujuan utamanya mengejar keuntungan komersial. Sedangkan
golongan kedua tidak bersifat mencari keuntungan semata, seperti misalnya
Yayasan, waqaf, Badan-badan amal seperti Syarikat Tolong Menolong (STM),
Pengelolaan Panti Asuhan dan sebagainya. Menurut Rudhi Prasetya®, tergolong
kelompok ini antara lain perkumpulan olah raga, perkumpulan kematian atau
kesenian. Menurut hemat penulis perkumpulan Kkeolahragaan dan kesenian
sekarang ini tidak dapat lagi dimasukkan ke kelompok yang tidak bersifat mencari
keuntungan, sebab dengan munculnya perkumpulan olah raga yang bersifat
profesionil seperti perkumpulan sepak boia galatama dan Dai@,baq&t l;e\seman

lain yang juga sudah berubah fungsinya mendirikan perkpmp’ulaxr.\tu n’iencarl

{
','- \ "'i . {
keuntungan. AN \LES/

Dalam himpunan modal, orang perseorangan yang mempékan aﬁégotmya
itu mengikatkan diri dalam asosiasi (himpunan) tersebut dan dianggap telah
menyatukan diri. Maka segala tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja
kelompok itu dipandang sebagai tindakan dari kelompok tersebut. Sekiranya
tindakan itu menghasilkan keuntungan atau hak, maka keuntungan atau hak itu
merupakan keuntungan atau hak kelompok. Demikian pula sebaliknya kalau
mendatangkan kerugian atau hutang maka dianggap sebagai kerugian atau hutang
dari kelompok. Yang artinya untuk kerugian atau yang akan membayar hutang

tersebut semata-mata akan diambilkan dari kekayaan yang ada dalam kelompok

itu. Kalau terjadi harta kekayaan itu tidak mencukupi untuk menanggung rugi atau

2 Ibid_ hal 20
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membayar hutang, maka dianggap sebagai manusia alamiah (naturlijke persoon)
yang harus menanggungnya dan kalau sampai dinyatakan pailit, maka kelompok
itu saja yvang pailit tanpa melibatkan orang-orangnya sebagai anggota. Dengan
perkataan lain anggota-anggotanya tidak perlu ikut menanggung pembayaran
hutang tersebut dengan harta pribadinya. Harta pribadinya tidak termasuk sebagai
harta kekayaan bersama dalam kelompok, tetapi merupakan harta kekayaan yang
terpisah. Himpunan seperti ini juga disebut himpunan yang berbadan hukum. Dan
paad umumnya badan hukum mempunyai kedudukan yang mandiri dan
mempunyal tanggung ajwab terbatas. PT merupakan salah satu badan yang
tergolong sebagai asosiasi oleh undang-undang diberikan status mandiri itu’.
Dikatakan salah satu karena masih ada bentuk lain selain PT yang mempunyai
sifat seperti itu yaitu bentuk perkumpulan (vereniging) seperti yang diatur dalam
Titel IX Buku III KUHPerdata’ Tetapi tidak semua perkumpulan berbadan
hukum. Untuk menjadikan suatu perkumpulan berbadan hukum harus
perkumpulan itu merupakan perkumpulan yang dianggap sabh .oleh undang-
undang. Untuk itu penting pula diperhatikan Stb. 1870 Nomor 64 tentang
“Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen”. Dalam Stb. Itu ditentukan
perkumpulan apa saja yang diakui sebagai perkumpulan badan hukum. Selain dari
perkumpulan yang ditentukan tersebut untuk dapatnya secara sah berstatus
sebagai badan hukum haruslah terlebih dahulu dimohonkan kepada Menteri
Kehakiman untuk pengesahan anggaran dasamya dan kemudian diumumkan

dalam Berita Negara.

? Lihat Pasal 39 KUHD dan bandingkan dengan Pasal 3 UUPT
* Diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665 KUHPerdata dan Pasal 1661 KUHPerdata
mengatur tentang Tanggung Jawab Terbatas dari Vereniging (Perkumpulan)
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Tetapi tidak semua himpunan-himpunan orang maupun himpunan modal
itu ada ditegaskan dalam undang-undangnya berstatuskan badan hukum. PT
sendiri sebagai himpunan modal dalam KUH Dagang tidak ditegaskan sebagai
badan hukum. Tetapi di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru
sudah ada ketegasan itu dengan menyebutkan Perseroan Terbatas yang
selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum.’

Perusahaan berbadan hukum ada yang merupakan asosiasi orang dan ada
yang merupakan asosiasi modal. Contoh dari perusahaan berbadan hukum asosiasi
orang antara lain koperasi. Sedangkan contoh dari perusahaan berbadan hukum
aari asosiasi modal adalah PT. Walaupun ada juga sarjana yang masih meragukan
PT itu sebagai asosiasi modal seperti misalnya Vollmar dan Dorhout Mess.®

Karakteristik (ciri khas) dari perusahaan yang merupakan asosiasi orang di
sini terlihat bahwa orang-orang yang menjadi anggota/sekutunya mempunyai
pengaruh yang sangat besar sekali terhadap himpunannya. Bubar atau berakhirnya
himpunan tersebut dapat ditentukan cleh anggotanya dan pergantian serta
masuknya anggota baru tidak semudah dalam himpunan modal. Ketentuan ini
dapat kita lihat dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Huikum Perdata.

Sebagai contoh kita ambil Firma (nama lengkapnya Vennootschap Onder
Firma) sebagai asosiasi orang. Firma sebagai asosiasi orang merupakan wadah
untuk menghimpun orang. Dalam pengertian asosiasi orang ini yang penting
terhimpunnya orang-orang. Atas dasar alasan ini Pasal 1646 3% & @Y

KUHPerdata yang berlaku pula untuk Firma ber'asarkan Pasal 1, Pasal 15 dan

5 Lihat Pasal 1 ayat 1| UUPT
¢ Rudhi Prasetya, Op.cit,
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Pasal 1 KUHD) menentukan apabila seorang anggota/sekutu keluar atau
meninggal, dianggaplah persekutuan menjadi berakhir atau bubar. Walaupun
sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar pudar (berakhir) karena masih
diperlukan perbuatan hukum lagi yaitu pemberesan/likuidasi. Baru setelah ini
dilakukan kalau terjadi hal yang demikian baru Firma tersebut bubar atau
berakhir.

Berbeda halnya dengan perusahaan asosiasi modal, maka para
anggota/persero sama sekali tidak dapat mempengaruhi perusahaannya
(asosiasinya) kecuali pada saat dilakukan Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS)
dalam memberikan suara bagi pemegang saham yang sah. Di samping itu para
anggota sewaktu-waktu dapat mengalihkan keanggotaannya kepada orang lain
dan juga dengan mudahnya orang lain masuk menjadi anggota baru. Sudah selalu
didengar bahwa PT yang merupakan asosiasi modal melakukan go public dalam
rangka memperbesar modalnya. Apalagi dengan dikenalnya lembaga saham, hal
ini makin mempermudah.

Apabila ada seseorang pemegang saham tidak lagi berkeinginan ikut serta
sgbagai anggota/persero dalam asosiasi (PT) tersebut, cukup ia mengalihkan
sahamnya kepada orang/pihak lain yang bersedia menggantikannya. Dalam hal
seseorang pemegang saham meninggal, secara langsung hak atas saham itu beralih
kepada para ahli warisnya. Semua ini berlangsung tanpa perlu membubarkan dan
atau memperbaharui PT tersebut. Kondisi seperti ini diperlukan untuk menjaga
keutuhan modal yang telah terkumpul dengan susah payah. Demikian pula apabila

asosiasi (PT) yang bersangkutan ingin hendak memperbesar modalnya cukup
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dengan menjual sahamnya kepada orang lain. Hal i berarti juga PT yang
bersangkutan menambah anggota baru. Menjual sahamnya itu sekarang ini sudah
biasa dilakukan melalui pasar modal (bursa saham). Cara ini disebut PT yang
sudah go public.

Di beberapa negara manaca negara juga dikanal asosiasi orang dan
asosiasi modal. Seperti di negara Perancis dan Belgia ada pembedaan antara apa
yang dinamakan “societes de personnes” dan “societes de capitaux”. Societes de
personnes dapat dibedakan atas :

1. De Societe Civile (yang dapat disejajrkan dengan maatschap)
2. De Societe Commersiale en nom collectif (dapat disejajarkan dengan firma)
3. De Societe en commandite simple (dapat disejajarkan dengan CV)
4. De Societe cooperative (dapat disejajarkan dengan koperasi)
Sedangkan dalam societe de capitaux dapat dibedakan atas :
1. De Societe anonyme (yang dapat disejajarkan dengan PT)
2. De Societe en commandite par actions (yang dapat disejajarkan dengan CV
atas saham)

Dalam societe de personnes terkandung pengertian, bahwa adanya
persekutuan tersebut sebagai wadah untuk menghimpun “orang” yang
mengadakan usaha kerjasama. Letak titik beratnya pada penghimpun orang-orang.
Sedangkan pada societe de capitaux terkandung pengertian modal. Letak titik
beratnya pada modal yang dihimpun. Dan selalu bentuk-bentuk yang tergabung
dalam societe de personnes dianggap bukan badan hukum, sebab segi probadi

perorangannya masih dianggap lebih berat sekalipun sudah berbentuk

10
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persekutuan. Sebaliknya pada bentuk societe de caprtaux, karena segi
perorangannya dianggap kurang menentukan adanya persekutuan tersebut, maka
bentuk ini umumnya dianggap badan hukum.

Selain pembagian vang demikia, dapat pula bentuk-bentuk tadi dibedakan
atas :

1. Societe Civiles
2. Societe Commerciales

Yang dimaksud dengan societe anonyme dan sociele en commandite par
actions, selalu dianggap termasuk dalam bentuk societe commercials. Sedangkan
bentuk de societe en coomerciale en nom collectief dan de societe en cmmandite
simple baru dianggap termasuk bentuk societe commerciale, bilamana mempunyai
tujuan-tujuan kembali.

Di Perancis dalam bentuk societe terkandung pengertian akan selalu
bertujuan mengejar keuntungan. Apabila didirikan tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan, maka dianggap sebagai “ass~ciation” (perkumpulan). Dalam pada itu
baik societe civile maupun societe comr.nercials di Perancis, selalu diakui sebagai
badan hukum.” ¢

Indonesia sebagai negara vang sekarang ini, sedang berikhtiar untuk
menggantikan perangkr«l,lt hukumnya vang sudah usang vaitu perangkat hukum
peninggalan Belanda (termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang) dengan perangkat hukum hasil karya bangsa

sendiri. Kedua kitab hukum tersebut kita ketahui dirancarig s¢belum tahun 1838

" Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo, Dasar-dasar Hukum Persekutuan,

Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976, hal 10 - 12

11
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dan disahkan pada tahun 1838 yang kemudian berdasarkan asas konkordansi pada
tahun 1848 diberlakukan di Indonesia.

Dengan berkembang pesatnya ekonomi;dan pembangunan sekarang ini di
Indonesia, maka harus pula diikuti dengan p'errib’ebanan perangkat hukumnya
termasuk hukum perusahaan (hukum perseroan). Perkembangan perusahaan dan
perekonomian harus diikuti dengan pembangunan di bidang hukum. Apalagi
hubungan Indonesia dengan negara-negara lain baik bersifat regional maupun
internasional menambah perkembangan itu semakin marak dan makin kompleks.
Di satu sisi perangkat hukumnya m;sih ketinggalan dengan perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi khususnya hukum perusahaan (hukum perseroan). Selalu
kita dengar pemeo yang mengatakan bahwa hukum sela]u ketiggélan langkah
dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, hal itu nampaknya dapat
dibenarkan.

Indonesia yang menganut setelsel hukum Eropah Kontinental masih
banyak perangkat perundang-undangannya merupakan warisan dari hukum
Belanda. Hukum ini masih berlaku didasarkan pada kekuatan dari Pasal II
peraturan peralihan Undang-Undang dasar 1945.

Salah satu dari undang-undang tersebut vang masih berlaku adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dalam bahasa Belanda
disebut Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) dan dalam bahasa Belanda disebut Wetboek dan Koophandel (WvK).
Ada beberapa ketentuan dalam BW dan WvK vang masih relevan dalam hukum

perusahaan (perseroan) seperti pengaturan tentang Maatschap, Verenigingen,

12
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Vennotschap Onder Firma, Commanditaire Vennootschap, Naamloze
Vennotschap (NV), untuk dibicarakan. Apalagi Maatschap (disebut juga
perseroan atau perserikatan perdata) sebagai meeder vennootschap.

Dikatakan Maatschap sebagai meeder vennootschap, karena Maatschap
inilah merupakan induk perseroan yang peraturannya di dalam KUHPerdata
(Pasal 1618 — 1652) menjadi rujukan dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.
Bahkan menurut Rudhi Prase‘cya8 Maatschap identik dengan Vennootschap.
Beliau mengatakan dalam titel VIII buku III BW yang mengatur tentang
Maatschap sejak tahun 1938 sebelum adanya perubahan titel ini aslinya berjudul
“Vennootschap™. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa pada hakekatnya
maatschap itu merupakan “bentuk pokok™ (moderverm), merupakan genus dari
Firma, CV dan PT, yang merupakan bentuk spesiesnya.

KUHD (WvK) ini pada mulanya hanya berlaku khusus bagi pedagang
saja, tetapi setelah Pasal 2 — S KUHD dicabut atau dihapuskan pada tahun 1938
dengan Stb. 1938 Nomor 276, maka kitab tersebut berlaku secara umum dan tidak
lagi hanya berlaku bagi pedagang saja. Di dalam Pasal 2 KUHD mengatur tentang
pengertian pedagang, sedangkan Pasal 3, 4 dan 5 merinci tentang pengertian
perbuatan dagang (handels daden). Dalam pasal 2 dikatakan : pedagang adalah
mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaan mereka
sehari-hari. Pasal ini dicabut yang kemudian pengertian pedagang ini dikatakan
dengan orang yang menjalankan perusahaan (bedrijf), sehingag menjadi

pengertian yang lebih luas. Berdasarkan hal ini maka ada orang yang memberikan

® Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo, Ibid
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istilah Bederjf Recht untuk hukum perseroan (hukum perusahaan). Hanya saja
istilah ini kurang populer dan lebih dikenal dengan istilah Venotschap Recht.
Tetapi Vennootschap diterjemahkan dengan hukum perseroan dirasakan juga
kurang tepat, karena mmebicarakan juga Maatschap, Firma, CV dan sebagainya
yang sama sekali tidak mengenal sero (saham) kecuali CV atas saham. Badan-
badan usaha ini dalam mengumpulkan modalnya sama sekali tidak mengeluarkan
sero (saham). Bentuk kerjasama tersebut termasuk juga misalnya vereniging
(perkumpulan) dan Yayasan (Stichting) turut dibicarakan juga dalam
Vennootschap Recht sehingga agak janggal rasanya menerjemahkan
Vennootschap Recht menjadi hukum persekutuan, hal ini pun belum mutlak dapat
dibenarkan. Ada badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan
himpunan modal (capital assosiatie). Di sini para sekutu/persero kurang dominan
mempengaruhi badan usahanya. Tidak seperti Maatschap, Firma dan lain
sebagainya di mana anggotanya sangat besar sekali pengaruhnya. Badan-badan
usaha seperti ini dikatakan adalah himpunan orang (personen associatie). Kita .
lihat dalam Pasal 1646 KUHPerdata yang menyatakan :
“Perseroan berakhir
1. Dengan lewatnya waktu untuk mana perseoran telah diadakan
2. Dengan musnahnya barang atau diselelsaikannya perbuatan yang menjadi
pokok perseroan
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang persero
4. Jika salah seorang persero meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan

atau dinyatakan pailit
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Dari ketentuan pasla tersebut khususnya poin 3 dan 4 kelihatan bagaimana
besarnya pengaruh anggota terhadap perseroannya. atas keinginan para anggota
(bahkan seorang anggota) atau anggota meninggal dunia atau ditaruh di bawah
curatele atau dinyatakan pailit dapat mengakibatkan berakhimya (bubar)
Maatschap tersebut.

Banyak para sarjana menyatakan babwa kata “berakhir”” dalam Pasal 1646
KUHPerdata itu tidak tepat, sebab yang dimaksudkan adalah pecahnya
Maatschap. Menurut mereka Maatschap baru berakhir setelah selesainya
pemberesan urusan-urusan yang sedang berjalan dan dilakukan pembagian
keuntungan kala ada keun‘[ungannya.9 Ereka yang berpendapat demikian antara
lain sarjana Hormann dan Molenggraff Memang benar apa yang dikatakan oleh
kedua sarjana ini karena Maatschap baru benar-benar berakhir apabila telah
dilakukan pemberesan (liduidasi). Pasal 1646 KUHPerdata ini sifatnya tidak
limitative, sebab Maatschap pecah (berakhir) pula karena dengan suara bulat para
anggotanya untuk membubarkannya atau karena berlakunya syarat pemecahan
(ontbindonde vooewaarde) yang telah ditetapkan dalam perjanjian mendirikan
(akte pendirian yang memuat anggaran dasar) Maatschap.

1. Lampaunya waktu untuk mana Maatschap didirikan, di sini dimaksudkan
waktu tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian. Waktu tersebut boleh
diperpanjang kalau dikehendaki oleh para anggota asal saja hal itu ditetapkan
oleh seluruh anggota sebalum lampunya waktu yang dudah ditetapkan itu.

Kalau sebelum lampunya waktu vaig ditetapkan itu seorang anggota atau

® Compendium Hukum Dagang, Proyek Kerjasama, Badan Pembinaan Hukum nasional
dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal., 13
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lebih menghendakui dibubarkannya Maatschap itu, maka hakimlah yang
berwenang membubarkannya. Dan bagi pemohon yang mengingankan
pembubaran itu harus didasarkan dengan alas an-alasan menurut hukum untuk
pembubaran Maatschap. Alasan menurut hukum itu misalnya seperti yang
diatur dalam Pasal 1647 KUHPerdata : rekan anggota tidak memenuhi
kewajibannya atau selalu sakit yang berkelanjutan atau terus menerus menjadi
tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk Maatschap atau lain-lain hal
semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan
hakim. Rationya ialah untuk memberikan kesempatan melespaskan diri dari
Maatschap karena suasana kesempatan melepaskan diri dari Maatschap karena
suasana yang tidak memungkinkan lagi Maatschap untuk dipertahankan lagi.
Jad alasan menurut hukum untuk pemecahan Maatschap itu antara lain karena
ketiadaan prestasi (wan prestatie). Apakah hal ini berarti bahwa Pasal 1266
KUHPerdata dapat dipergunakan untuk aksi pembubaran dari Maatschap
tersebut. Kalau kita berpendapat perjanjian mendirikan Maatschap sebagai
perjanjian yang merujuk Pasal 1313 KUHPerdata, maak berarti Pasal 1266 itu
dapat dipakai sehagai alasan pembubaran Maatschap.

2. Menurut Pasal 1646 KUHPerdata sub2 yang dimaksudkan bebda itu munglan
merupakan pemasukkan asli, mungkin pula benda yang dibeli oleh Maatschap
untuk matau benda yang sudah atau akan dimasukkan dan kemudian binasa
atau musnah (vide Pasal 1648 KUHPerdata). Baik dalam Pasal 1646 sub 2
ma pun Pasal 1648 KUHPerdata dengan binasanya benda, sehingga

Maatschap lalu tidak mampu lagi untuk bekerja menurut perjanjian, maka

16

Universitas Medan Area



bubuarlah Maatschap itu. Tetapi bila benda dengan hak miliknya diserahkan
kepada Maatschap dan kemudian binasa, hal ini berarti kerugian bagi
Maatschap. Kalau terjadi seperti ini menurut kami Maatschap tidak perlu
bubas, asal saja dengan kekayaan yang masih ada masih bisa dikejar tujuan
dari Maatschap tersebut

3. Hanya mengenai Maatschap untuk waktu tidak tertentu. Pemberhentian
(opzegging) oleh seorang anggota atau lebih kepada semua anggota lainnya
yang berakibat pembubaran hanya dimungkinan apabila perbuatan itu
dilakukan secara jujur dan pada saat yang layak. Pemberhentian itu dengan
antara lain apabila pemberhentian itu dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri. Pemberhentian itu terjadi pada saat yang tidak layak apabila benda
itu tidak utuh lagi dan kepentingan Maatschap menurut kepentingan itu
ditunda

4. Asasnya Maatschap bubar karena meninggalnya atau ditaruh di bawah
pengampunan atau kepailitan dari seorang anggota (pesero). Tetapi Maatschap
boleh tidak bubar apabila dari awal (mula) dalam perjanjian ditetapkan bahwa
Maatschap akan tetap tidak bubar dengan anggta-anggota yang masiha da atau
dengan ditambah oleh ahli waris dari anggota yang telah meninggal itu.
Dengan demikian dalam hal yang terakhir ini nampaknya asas personality

(kepribadian) anggota sudah ditinggalkan
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Peneltiian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sebagai cara
menguji kebenaran hipotesa, sehingga nantinya dapat diketahui :
1. Pengetahuan empiris guna menjawab masalah yang dikemukakan tentang
kemandirian daru suatu PT yang didirikan
2. Pengetahuan empiris guna menjawab sifat-sifat kemandirian dari suatu PT

sebagai badan hukum penghimpun modal

B. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam hal
sebagai berikut :

1. Untuk dapat menambah hasanah ilmu p[engetahuan 4i mana pada gilirannya
dapat berguna bagi pengembangan akademis terutama tentang hukum
perseroan

2. Bagi masyarakat umumnya dan bagi para pengusaha khususnya dapat lebih
mengetahui sifat kemandirian dari badan usaha yang didirikannya terutama
badan hukum penghimpun modal seperti PT

3. Bagi pemerintah ¢/q Departemen Kehakiman bserta jajarannya dan lembaga-

lembaga terkait lainnya, berguina untuk sebagai bahan informas' dan
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masukkan terutama dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan

yang berkaitan dengan badan hukum PT
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian ini juga dipergunakan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian kepustakaan dipergunakan sebelum dilakukan penelitian
lapangan (field research), dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan
pengkajian buku-buku literatur yang merupakan karya-karya ilmiah para sarjana
serta mempelajar peraturan perundangan dan membaca dokumen-dokumen dan
borsur-brosur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Di samping itu
penelitian berkelanjutan tetap dilakukan selama dan setelah penelitian di
lapangan. Hal ini dilakuykan mengingat masih diperlukan pengkajian lebih
mendalam lagi dan mendasar serta diperlukan analisis data terhadap hasil yang
diperoleh darn penelitian di lapangan.
Dari hasil penelitian kepustakaan diperbandingkan nantinya dengan apa-
apa yang diperoleh dar penelitian lapangan, sehingga diharapkan dapat
. memperoleh hasil yang memuaskan diantara teori dan praktek. Bagaimana
teorinya dan bagaimana pula dalam praktek, apalagi dengan lahimya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
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B. Penelitian lapangan
Penelitian dilakukan dengan memilih daerah lokasi daerah Tingkat II

Kotamadya Medan. Penelitian ini dilakukan pada beberapa buah PT yang mumi

swasta nasional dan wawancara dengan beberapa orang notaris.

Pemilihan terhadap daerah Tingkat II Kotamadya Medan didasarkan pada
beberapa pertimbangan sebagai berikut :

. Di daerah Tingkat II Kotamadya Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara
banyak dijumpai perseroan-perseroan (badan usaha) khususnya PT dan
tempatnya berpraktek para notaris

2. Di samping itu Kotamadya Medan sebagai kota terbesar Nomor 3 di Indonesia
sesudah Jakarta dan Surabaya dapat dijadikan barometer bagi perkembangan
badan-badan usaha khusunya PT

3. Kotamadya Medan sebagai kota industri yang di kelilingi berbagai macam
perkebunan baik perkebunan besar maupunb kecil mendorong untuk

mendirikan PT : 4

C. Penetapan Sampel dan Responden

Sampel diperoleh dengan cara teknik non random sampling secara
purposive. Sedangkan sebagai responden adalah perseoran-perseroan terbatas
(PT) dan para notaris di Medan. Responden-responden yang terdiri dari perseoran
terbatas adalah :
1. PT Arti Manggalya, berkedudukan di Medan
2. PT. Merbau Jayaraya, berkedudukan di Medan

3. PT. Naga Kisar, berkedudukan di Medan
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4. PT. Mustika Ekanusa, berkedudukan di Medan

N

PT. Mina Tanjung Pasir, berkedudukan di Medan
6. PT. Windu Paluhsatu, berkedudukan di Medan
7. PT. Merbau Jaya Indah Raya, berkedudukan di Medan
8. PT. Victor Jaya, berkedudukan di Medan
9. PT. Alam Loka Bersama, berkedudukan di Medan
10. PT. Sutali Jaya, berkedudukan di Medan
11. PT. Singamas Jaya Perdana, berkedudukan di Medan
12. PT. Tulung Agung, berkedudukan di Medan
13. PT. Pelangi Putra Bangun Mulia, berkedudukan di Medan
14. PT. Agung Jaya Utama, berkedudukan di Medan
I5. PT. Semangat Parsada Enterprises, berkedudukan di Medan
Sedangkan beberapa orang notaris yang dijadikan nara sumber dalam
penelitian antara lain :
1. Notaris M. U. Sembiring, SH
2. Notaris Ika Lugman, SH
3. Raden Ibnu Anton ¢
4. Raskami Sembiring, SH
5. Djaidir, SH
6. Syahril Sofyan, SH
D1 samping ifu instansi terkait seperti Pengadilan Negeri Medan, Kanwil
Kehakiman, Kanwil Perdagangan juga dijadiker sebagai sumber data. Sesuatu

yang sangat ideal sekali memang apabila penelitian ini dilakukan memalui
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pengambilan data langsung berdasarkan angka-angka statistik yanmg ada serta

segala sesuatunya melalui pengumpulan data dan interview (wawancara) langsung

kepada mereka vang vang paling langusng terlihat dengan sasaran penelitin.

Namun demikian tanpa mengurangi bobot ilmiahnya, mengingat dan

memperhatikan masalah vang terlampau luas dibandingkan pula tenaga, waktu

dan dana vang tersedia apalagi dilakukan secara mandiri dalam penelitian ini,
maka diambil jalan tengah vaitu dengan cara mengadakan kombinasi-kombinasi
dalam metode :

1. Seberapa mungkin mengambil data statistik yang sudah ada dan terkumpul
dari dokumen-dokumen, surat-surat, akta-akta dan sebagainya dari instansi
pemerintah maupun dari lembaga-lembaga lainnya

2. Dengan cara langsung mengadakan interview (wawancara) kepada para
notaris vang dijadikan bara sumber dalam penelitian ini

3. Pembahasan dengan mempergunakan pendekatan di bidang hukum terutama
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Anggaran Dasar PT dan
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor | tahun 1995 tentang Perseroan

. Terbatas. Dikatakan dikaitkan karena undang-undang tersebut baru berlaku
secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996

4. Prosedur penelitian dilakukan dengan teknik non random sampling secara
purposive (acak) dan penelahaan serta pembahasan memakai metode analisis
dengan disiplin normatif (penelitian doktrinal)

5. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa perseroan terbatas (PT) vang

berkedudukan di Medan
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6. Para Notaris yang banyak berkecimpung di bidang hukum perseoran, terutama
di dalam pembuatan akta pendirian yang meniuat anggaran dasar parseroan,
khusunya perseroan terbatas (PT), di mana akta tersebut harus akta notariil,

tentunya dianggap banyak mengetahui liku-liku tentang PT

D. Alat Pengunpul Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan Kkuisioner dan interview
(wawancara). Kuisioner dikirim terlebih dahulu kepada para responden, sehingga
responden mmepunyai cukup waktu dan kesempatanuntuk mempelajari serta
sekaligus menjawab kuisioner yang sudah diberikan itu. Kuisioner yang telah diisi
responden dan di mana perlu kemudian ditkuti dengan wawancara agar dapat
diketahui apa yang sebenarnya menjadi maksud dari responden dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan. Dan dari sini dapat diketahui dan diperoleh jawaban yang
benar dan lengkap serta masud yang sebenamya.

Di samping itu anggaran dasar dari beberapa buah PT yang dijadikan
sample dipelajari secara khusus terutama causule-clausulenya, agar dapat
diperoleh maksud dan tujuan penelitian ini.

Dalam melakukan wawancara kalau memungkinan digunakan juga
kesempatan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan iniu yang terdapat di kantor para responden.
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E. Pengolahan dan Analisa Data

Data vang sudah diperoleh terlebih dahulu dihimpun dan kemudian
ditabulias dan diseleksi agar tidka terjadi kesalahan dan kekeliruan pada data
tersebut. Data yang sudah ditabulasi dan diseleksi itu kemudian di kelompok-
kelompokan atau diklasifikasikan menurut jenisnya dan selanjutnya dianalisa.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dan di mana perlu akan didukung
oleh data berupa angka vang sudah diperoleh berdasarkan dan relevansi
permasalahan vang diteliti. Oleh sebab itu dapat dikatakan analisis data dalam
penelitian ini akan lebih banyak dilakukan secara kualitatif dari pada secara
kuantitatif. Terhadap data yang 1elah dikumpulkan tadi dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif bersifat “theorycal analysis™.

Data vang sudah diolah dan dianlisis sebepra mungkin diambil angka-
angka vang telah ada pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga vang terkait.
Khusus pada perusahaan-perusahaan agak mengalami kesulitan dalam mencari
data yvang akurat karena masih tertutup dalam arti tidka memberi kesempatan
untuk dengan bebas memperoleh suatu data dengan alas an rahasia perusahaan.
Namun demikian hal itu tudak menjadi kendala yang berarti karena masih bznyak
juga perusahaan vang dengan lapang hati dan penuh keterbukaan memberi
masukan-masukan. Di samping itu pendapat-pendapat pakar hukum khususnya

para hukum perseroan banyak membantu dalam penelitian ini.
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BAB YV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Badan Hukum

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, memang agak sulit
mendefinisikannya. Tetapi kebneradaan badan hukum itu sendiri jelas sangat
diperlukan dalam hasanah ilmu hukum. Badan hukum sekalipun bukan berupa
seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri
terpisah dari harta kekayaan para anggotanya dan merupakan pendukung hak-hak
dan kewajiban-kewajiban seperti layaknya seorang manusia alammah (naturlijk
persoon).

Jelasnya badan hukum itu dianggap mempunyai hak-hak dan kewajiban
serta dapat turut dalam lali lintas hukum. Sudah tentu badan hukum itu dalam
melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai badan tidak akan dapat
hertindak sendin kalau tidak diwakili oleh pengurus atau para pengurusnya yang
juga tentunya adalah manusia alamiah.

Sarjana Van dgr Grinten'® mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan
suatu organisasi yang sebagai suatu kesatuan mengambil bagian dalam lalu lintas
masyarakat tanpa terikat kepada perorangannya.

Sarjana Vollmar'' menambahkan bahwa yang merupakan pendukung hak
dan kewajiban itu bukanlah mata-mata seorang manusia, tetapi di samping itu

masih d:a’ui suatu badan hukum.

Y9 Mr. F. J. J. van der Heiden Bewerkt door Mr. W. C. L. van der Grinten, Handboek voor
de Naamloze Vennootschap, Tjeenk Willink Zwolle, 1968, hal. 45
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Pada umumnya tidak pemah dapat dibantah dan karenanya selalu diakui
ada dan keberadaan dari badan hukum. Setiap stelsel hukum yang dianut tiap-tiap
negara mengenal konstruksi yuridis apa yang dinamakan badan hukum itu. Hanya
saja apa sebenarnya hakekat suatu badan hukum itu sehingga diberikan sebagai
pendukung hak dan kewajiban, masih menjadi perdebatan di kalangan remaja.
Dan dari perbedaan pendapat ini muncullah berbagai teori.

Salah satu teori yang dapat dikatakan adalah teori tertua dapat
dikemukakan di sini teori fiksi.

Menurut teori ini. sebenarnva vang dapat melakukan perbuatan hukum
hanyalah manusia saja. Sekiranya yang dapat melakukan perbuatan hukum itu
Juga adalah badan, maka tiada lain disebabkan karena badan ini dipandang
sebagai “manusia buatan” (manusia buatan itu sama dengan manusia fiktif) dan
badan itu dianggap sebagai seorang manusia.

Dalam pada itu dikenal lagi teori realitas dari Otto van Gierke. Teori ini
juga dikenal dengan teori orgaan. Teori ini mendasarkan diri, bahwa dalam
kehidupan masyarakat, di samping manusia-manusia perorangan, adakalanya
dibentuk suatu kelompok persekutuan (organ) yang pada suatu téraf tertentu
kolektifitasnya telah demikian kuat, sehingga menjadi mandiri. Bahkan demikian
mandirinya, sehingga dapat dikatakan perkumpulan ini mempunyai kehendak
sendiri, sekalipun sebenamya kehendak tersebut tidak lain merupakan kehendak
para anggota sekutu-sekutunya, yang menjadi suatu kesatuan kolektif dan

menjelma menjadi kehendak persekutuan tersebut.’ ‘Demikian van Gierke

' Mr. Dr. H. F. A. Vollmar, Het Nederlands Handels Recht, Tjeenk Willink Haarlem,
1950, hal. 10
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membantah, bahwa jika badan hukum itu ada, bukanlah sekedar fiksi belaka,
tetapi suatu kenyataan vang ada dalam masyarakat. Sehingga teori ini juga
dinamakan teori realitas.

Kemudian' kita lihat ada lagi téori- ‘ 'tujﬁén hérté | Ikekayaan
(Zweckvermogemleer, ‘de leer van het doe'lv'ermogen). Menurut teori ini pada
suatu ketika menurut kenyataan 'di dalam masyarékat akan diterhukan adan,i,;a-
kumpulan dari 'suatu harta kekavaan (berupa hak dan kewajiban) untuk suatu
tujuan .tertentu, terpisah-dari pemikiran seorang -manusiapun. Dan berhubung
dengan tujuannya perlu mendapat pertindungan dengan memberikannya starus
sebagai badan hukum. Teori ini dianut antara lain sarjana Ven Jehring, A. Bnnz:
Ajaran ini sebenarnya sangat sesuai dengan suatu yayvasan dan tidak untuk badan
hukum lainnya Lebih lanjut . menurut ajaran ini. badan hukum itu tiada lain
merupakgn suatu, basian yang dius_aha_kar} oleh para pihak yang terkait dengan.cara
tertentu supaya dengan cara tertentu itu dlan atas dasar ikatan itu bisa ’r.ne_njadi
pembawa ha.lr rflak; Der:gan pe?ka_taan lain, badan hukum hanyaiah merupakan
§ua'tu “ko‘nstruksi sruridis” i)elaka yang dibutuhkan hukum untuk melaksanakan
secara patt;t Iatas I‘kebutuhan;kebutuhaﬁ yang timbul karena susﬁnan tertentu.
Kebutuhan in-i bias abérupa ;

1. Kelingin-ar-l suatu kelompok yang dipe.rlakukan sebagai suatu persatuan
2. Stau berhubungan adanya suatu perkumbulan yan-g menghendéki agar
' dilekat kaﬁnyé hak-hak yang tidak dipunyainya
~ Pandangan sarjana mbié'h‘ng.'ahff yahg hampir sarﬁdvdehgaﬁ péhdanglah aln

Prof. Tirtodiningrat mengakatan bahwa “istilah badan hHukum dan ke badan
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hukum tiada lain lebih bersifat kiasan dari suatu alat pembantu terminologisch
untuk menunjukkan suatu perbuatan tertentu, suatu akibat tertentu, sedemikian
rupa sehingga tindakan dalam lalu lintas hukum dapat memperdleh suatu hak.

Péndangan kedua sai‘_iané ini sesuai deﬁgan alarﬁ konstruksi hukL‘lm kita,
karen asuatu persekutuan baru merupakan badan hukum, kalau undang-undang
telah menetapkannya demikian, atau setidax-tidaknya telah diberi izin oleh

“pemerintah atas berdirinya persekutuan itu sebagai badan hukum. Sehubungan
dengan kedudukan -sebagai badan hukum ini, penting diperhatikan adanya
undang-undang mengenai kedudukan badan hukum dari perkimpulan di dasarkari
pada Stb. 1870 Nomor 64. Dalam undang-undang ini antara lain - ditentukan
perkumpulan mana yang merupakan badan hukum, serta perkumpulan mana yang
tidak dianggap sebagai badan hukum.

Demikian  diantara  bertuk-bentuk  kerjasama yang merupakan
“perhimpunan” sebagaimana diseb_ut di atas, ada yang merupakan badna hukum
dan ada yang tidak diakii sebagai badna hukum sesuai dengaq _staat‘blgld 1870
Nomo.r 64 itu. Untuk perhimpunan yang menurut undang-undang ini merupakan

. su%ztu.ba:idan”h.ukum, be‘rlaku ketentuan yang terdapat délam BW buku III titel 9
yang disebut sebagai “perkumpulan” atau disebut sebagai “zedelijklichaam”
(Pasal 1653 - 1665 BW KUHPerdata).

Kemandirian badan hukum ini éalah satu sebab mengapa orang
mendirikanr.ya: Kemandirian ini terﬁtéma terl.étakl-. pada. ;‘pertanggung
Jawabannya” yang terbatas.’ Dalam suatu 6a‘dlan' hukum, r-naka.lizilrta kel;ayéém

badan hukum dianggap sama sekali terpisah dari harta kekayaan perorangan yang
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tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya setiap tagihan atas badan ini
semata-mata hanya dapat ditunjukkan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak
akan sampai dipertanggung jawabkan pada harta kekayaan pribadi para
perorangan yang tergabung dalamnya. Motivasi-motivasi lain tentunya masih ada
lagi seperti misalnya kontinuitas badan hukum itu, izin perusahaan, perpajakan

dan sebagainva.
B. - Pendirian Perseroan Terbatas

van . Koophandel disingkat WvK berdasarkan- Staatsblad 1847 Nomor 23,
Perseroan Terbatas disebut dengan sebutan “Naamloze Vennootschap™ disingkat
NV. Secara harfiah (letterlijk). bermakna Perseroan Tanpa Nama. Dalam Pasal 36
KUHD Idijela\sk‘an malmna dari Perseroan Tanpa Nama.itu tidak mempunyai firma,
juga tidak memgkai nama darj seorang sekqtu atau lebih melainkan ia mengutip
namanya hanya dati pokok (tujua.n) perusahaannya. "
Pasal ini merupakan kontradiksi dari Pasal 16 KUHD yang mengatur

tentang Firmé. Firma atau nama lengkapnya Vennootschap Onder Firma malah
seballiknya, orang—cl)rang pada firma itu diliﬁat menjalankan Firma itu di bawah
nama bersama. Pasal 16 KUHD menyat.akan ba}Jﬁ)\-/a persekutuzin di bawah.Fjrma
adalah’ Maatschap‘ yang diadakan -utnuk menjaién suatu perusahaén dengan

* memakai nama bérsamé. M.enur'ut Rudhi Prve‘l'sety‘a “nama berséma itu” bukén
"sekdar dalam arti dipergunaké'flhya"“.suétu nama” urituk'berséﬁlé tetapi iebifl dari

itu, yaitu ‘nama par@ sekutu- itulah yang dipergunakan utnuk nama perusahaan.
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Setidak-tidaknya nama salah seorang sekutu. Oleh sebab itu menurut Rudhi
Prasetya acapkali timbul “Fa. Jan de Boer & Co” umpanya untuk firma yang
diusahakan oleh tuan Jansen dan tuan de Boer. Fa. Hong & Zoon yang
menunjukkan usaha bersama dari tuan Hong beréaﬁxa puteranya. Atau misainya
Firma Sidik & Co. “Co” merupakan singkatan dari’ “‘compagnon” yang berarti
“berserikat”. Dengan demikian Fa. Sidik & Co berarti tuan Sidik dengan kawan-
kawannya.'*

Dari uraian -di atas kita lihat pemakaian nama anggotanya (sekutunya)
sangat ditonjolkan dalam Firma. sehingga terlihat ciri khasnva sebagar suatu
“asosiasi orang”. Suatu wadah yang menghimpun orang-orang secara probadi
(persoonlijk).

Berbeda pula halnya dengan pasal 36 KUHD. Dalam pasal ini anggota
(persero) _tidak boleh dipakai namanya sebagai nama NV, yang dibolehkan adalah
nama menurut tuju_annya, sehingga kita lihat berbagai nama tujuan dipakai sebagai
nama nV. Untuk membedakan masing-masing NV yang meriipergunakan nama
tyjuannya diperlukan unsur pembeda agar amasyarakat dapat memebdakan antara
sétu NV dengan NV yang lain yang mefnpergunakan nama tujuan yang sama.
Umumnya selalu dijumpai di samping nama “tujuan” NV yang bersangkutan
selalu mempergunakan nama fiktif Nama fiktif ini disebut bule sky name. Jadi di
samping nama tujuannya jﬁga digabuhg dengan nama ﬁktifnya seperti NV (PT)
Antara Motor, NV (PT) Bank Mulia, NV (PT) Peiayaran Aman Sejahtera dan

sebagainya. Tentang tidak bolehnya nama orang/anggota - dan keharusa:n.

"2 Rudhi Prasetya, Op.cit. hal. 30 — 31
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mempergunakan nama tujuan, nampaknya sekrang sudah diterobos orang. Hal ini
karena sudah kita lihat banyak NV (PT) yang sekrang ini namanya sudah
mempergunakan nama perseoranya, seperli misalnya NV. Seng Hap, PT. Bakrie
Group, PT. Salim Group, PT. Muis dan sebagainya/

Tentang pemakaian nama pesero ini di Negbara Belanda sendiri sudah
tidak lagi seperti yang dianut dalam Pasal 36 KUHD. Tentang cara penggunaan
nama suatu NV di negara Belanda sekarang dicantumkan dalam pasal 36b WvK
Belanda. Dalam Pasal 36b WvK ini sudah tidak lagi disinggung-singgung tentang
“tujuan” yvang harus digunakan sebagai nama. Yang menarik dari Pasal 36h itu
ditentukan adaiah akte pendirian NV harus keseluruhan disusun dalam bahasa
Belanda. Bahkan tentang nama yang dipergunakan harus pula mengandung nama
Belanda, kecuali untuk hal-hal tertentu dapat direnunsiasi (disimpangi). Hal-hal
apa yang dapat disimpangi selalu oleh Menteri Kehakimannya diberi petunjuk
dalam garis petunjuk (richtlijnen atau departementable opvattingen) yang secara
teratur petunjuk-petunjr’c ini ditvjukan kepada para notaris tentang hal-hal yang
boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam statuta. Dalam Undang-Undang Nomor

1 tahun 1995 tengang nama ini diatur dalam Pasal 13. ¢ {'

Menurut Sistem KUHD

Menurut Pasal 36 sebelum suatu PT didirikan, terlebih dahulu harus akte
pendirian atau rencananya dikirmkan kepada Menteri Kehakiman atau pejabat
vang ditunjuk untuk itu untuk mendapatikun’pengesahan. D:tan .?pabila PT tidak

bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum dan tidak bertentangan
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dengan undang-undang maka diberikan pengesahan, demikian disebutkan dalam
Pasal 37 Sedangkan Pasal 38 KUHD menentukan akte pendirian vang sudah
mendapatkan pengesahan Menteri ikehakiman darus didaftarkan di Panitera

Pengadilan Negeri di tempat di mana PT memilih kedudukan statuternya dan lebih

ﬂ"" "-"‘-

lanjut diumumkan melalui Berita Acara. /‘ S ey ’{?\\
.r" 1 N\
Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tlua} fa e yaqg‘ / :;'
-\ ,f __ki y /:
2\ UIPRA /)

_'i_\ .

dijalani dalam pembentukkan PT menurut KUHD, yaitu

1. Setelah akte pendirian, menunggu pengesahan Menteri Kehakiman

2. Setelah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, menunegcu pendaftaran
pada Pengadilan Negeri

3. Setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri menunggu pengumuman dalam
Berita Negara

Pasal 39 KUHD menyatakan selama pendaftaran dan pengumuman itu
belum dilakukan mama pengurus (bestuurder) bertanggung jawab dengan harta
kekayaan priladinya atas segala pembentukan PT. Dalam hal pengurus lebih dari
seorang, maka diantara mereka bertanggung jawab renteng. PT yang belum
memenuhi ketertuan Pasal 38 KUHD di dalam literatur dikatakan sebagai PT
dalam masa pendirian (NV inwording atau NV inoprichting).

Jadi yang diatur dalam Pasal 39 KUHD adalah pendirian PT dalam masa
fase kedua dan ketiga. Timbul pertanyaan bagaiman dalam fase pertama atau fase
pertama belum dipenuhi. Siapa yang harys bertanggung jawab kepada pihak
ket1<a ‘atas perbuatan:r yahg dilakukan PT yang belum memperoleh penguasaan

Meneteri Kehakiman. Padahal dalam KUHD sama sekali tidak ada disinggung.
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Sarjana Soekardono sendiri dalam tulisan-tulisannya sama sekali tidak ada
menguraikan. Demikian pula beberapa literatur lain vang ditulis antara lain oleh
Ali Ridho, Poerwosucipto juga tidak menyinggung masalah tersebut. Erman
Rajagukguk dalam bukunya “Indonesianisasi Saham™ mengatakan bahwa
Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status hukum jika anggaran dasarnya
mendapat persetujuan Departemen Kehakiman (Menteri Kehakiman). Sebelum
anggaran dasarnya memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, semua
pemegang saham dan pengurusnya bersama-sama atau sendiri-sendiri
bertanggung jawab secara tak terbatas atas kewajiban-kewajiban Perseroain
Terbatas (PT) tersebut.> Hal yang senada juga merupakan pendapat sarjana
Vollmar dalam bukunya *“Vennootschappen, Verenigingen, en -Stichtingen”.
Beliau mengatakan bahwa PT dalam fase pertama belum ada. Baru dalam keadaan
akan ada, sehingga penguruslah yang bertanggung jawab atas segala
perbuatannya.

Ada satu Hal yang penting juga dikemukakan bahwa akte pendirian
(statuta) PT harus dibuat dalam bentuk resmi (autentik) dan apabila tidak
dilakukan seperti itu, maka akibatnya batal. Demikian bunyi Pasal 38 KUHD.
Berbeda dengan badan usaha yang lain seperti Firma dan CV di mana masih dapat
mendirikannya dengan lisaﬁ, hanya saja kalau mau mendirikan dengan akte maka
harus dengan akte autentik (resmi). Demikian Pasal 22 KUHD. Tetapi mendirikan
NV (PT) tidak bisa tidak, harus dengan akte autentik. Dengan perkataan lain tanpa

akte autentik tidak ada NV (PT).

3 Erman Rajagukguk, I'ndonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34
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Memang tentang tanggung jawab terbatas NV (PT) ini meruakan salah
satu daya tarik tersendiri, sehingga mengapa orang memilih bentuk PT untuk
mendirikan badan usahanya. Perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama PT,
pada dasamya tidak menimbulkan tanggung jawab pada harta kekayaan pribadi
dari pesero dan pengurusnya. Hal ini berarti tanggung jawab mereka hanya
sebesar saham/modal yang dimasukkannya ke dalam PT tersebut Dengan
mempergunakan konstruksi PT orang bisa memperkecil resiko kerugian vang
mungkin timbul. Berbeda halnya dengan mendirikan Firma misalnya, di mana
tanggung jawab anggota tidak terbatas. Dalam Firma para anggota mempunvai
tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya (lihat Pasal 18 KUHD).
Sedangkan CV dan anggotanya yang tanggung jawabnya terbatas yaitu anggota

komanditair dan ada yang tidak terbatas (anggota aktif komplementer).

C. Sedikit Gambaran tentang UUPT Baru

Setelah begitu lama ditunggu-tunggu, maka akhimya kita memiliki juga
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Barﬁ (UUPT). Barangkali hal ini
merupakan kado bagi hari ulang tahun emas Indonesia Merdeka. Sudah
sewajarnya kalau kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah melalui masa yang panjang dan sudah berkali-kali dibuat konsep yang
dijadikan rancangan undang-undang tentang PT, maka barulah rancangan yang
terakhir ini disahkan menjadi undang-undang’ Menurut Rudh: Prasetya dalam
disertasinya yang berjudul “Kedudukan Mandiri dan Pertanggung Ja:\;'ab'an

Terbatas Dari Perseroan Terbatas”, setelah Indonesia meredeka telah sempat 2
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(dua) kali disusun rancangan yang mengatur mengenai hukum perseroan (yang
berarti ketiga inilah yang baru disahkan - peneliti).
Selanjutnya beliau mengakatakan :

~ “Adapun rancangan yang pertama adalah rancangan yang sempat disusun
oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Lembaga iniu adalah
suati lembaga interdepartemental yang tidak dikenal dalam kerangka UUD
1945, yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Lama. Nampaknya besar
pengaruh pandangan Soekardono dalam konsep-konsep hasil kerja lembaga
ini. Kemudian dalam suasana Orde Baru dalam rangka penertiban
kelembagaan negara yang tidak ada dalam UUD 1945 maka lembaga ini
telah dibubarkan. Dan sebagal penampung dan pengganti tugas lembaga tadi
diadakanlah suatu badan baru yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) yang ditempatkan sebagai bagian dalam lingkungan Departemen
Kehakiman. LPHN sempat menvusun suatu rancangan undang-undang
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam rancangan ini
dimasukkan pula tentang bentuk-bentuk badan wusaha, baik yang
dipergunakan untuk kegiatan usaha negara maumpun usaha swasta.
Termasuk pula di dalamnya tentang “Perseroan Terbatas”. Rancangan yang
kedua adalsh suatu rancangan baru yang disusun oleh suatu tim yang
berunsur berbagai instansi pemerintahan. Saya telah berhasil memperoleh
bahan rancangan ini, tetapi sangat sukar untuk menyebutkan sumbernya
karena nampaknya masih sangat dirahasiakan”. Demikian Rudhi Prasetya.'

Seperti dikatakan di atas bahwa akhirnya kita dapat juga memiliki UUPT
yang baru. Setelah meialui pembahsan yang panjang dan terasa alot, akhirnya
DPR-RI pada tanggal 9 Februari 1995 menyetujui rUU PT untuk disahkan
menjadi undang-undang. Atas persetujuan DPR-RI¢ inilah kemudian Bafak
Presiden mensahkan RUUPT tadi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada tanggal 7 Maret 1995 yang kemudian
diundangkan di Jakrta pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Menteri Negara Sekretaris
Negara Repuvlik Indonesia Bapak Noerdino yang kemudian ditempatkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia tihur 1995 Nomor 13. :CUPT ini terdiri

'Y Rudhi Prasetya, Op.cit. hal. 3
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dart 12 bab dan 129 Pasal dan disertai dengan penjelasannya. Penjelasan atas
undang-undang ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3587

D. UUPT Membawa Perubahan Dalam Mendirikan PT

Dengan lahirnya UUPT yang baru ikni terjadi perubahan-perubahan yang
mendasar dalam bidang hukum perseroan, khususnya hukum tentang perseroan
terbatas. Kalau dahulu peraturan tentang PT hanya tertumpu pada 21 pasal yang
terdapat dalam KUHD dari Pasal 36 — 56 maka sekarang kita sudah mempunyai
yang relatif lebih lengkap. Kalau dalam KUHD tidak kita jumpai satu pasal secara
tegas menyatakan PT adalah badan hukum, maka dalam UUPT sudah ada pasal
yang mengatur tentang status PT adalah badan hukum. Tentang pendaftaran dan
rpengumuman yang dimulai terlebih dahulu dengan pengesahan (Pasal I, 1 jo
Pasal 7, 6 UUPT)/ Berbeda dengan KUHD, maka UUPT mengenal istilah
Pengesahan dan Persetujuzin. Pengesahan untuk PT baru sedangkan Persetujuan
untuk perubahan anggaran dasar PT (Pasal 15 (1) UUPT).

Menurut sistem KUHD pendaftaran PT dilakukarf di Pengadilan Negeri
setempat (Pasal 38 KUHD), makak UUPT menyebutkan mendaftarkan dalam
Daftar Perusahaan (Pasal 21 (1) UUPT) Ada beberapa sarjana memberikan
penafsiran bahwa yang dimaksudkan “daftar perusahaan™ di sini adalah sesuai
dengan apa yang dimaksud oleh Undang—Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang

Wajib Daflar Perusahaan. Padahal dalam uﬁ;ahg-undang itu ditegaskan bahwa
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setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 5 (1) Nomor
3 tahun 1982)

Oleh sebab i1tu kami kurang sependapat kalau pendaftaran PT dikaitkan
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 itu. Undang-Undang Nomor 3
tahun 1982 diperuntuukan untuk seluruh perusahaan baik perusahaan perorangan
maupun perusahaan berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Untujk
melaksanakan ketentuan Pasal 21 (1) menurut hemat kami mesti barus dibentuk
lagi suatu badan untuk mendaftarkan PT. Badan itu apakah di bawah Departemen
Kehakiman atauv Departemen Perdagangan atau Departemen Keuangan ferserah
kepada peraturan pelaksananya.

Demikian pula kita lihat dalam KUHD tidak ada diatur mengenai masalah
merjer dan akuisisi, walaupun dalam prakteknya sudah banyak dijumpai. Memang
dalam UUPT tidak dikenal istilah “merjei” dan “akuisisi”. Tetapi untuk merjer
dipakai istilah “'me_nggabungkan diri” dan “meleburkan diri” (Pasal 102 UUPT)
sedarigkan untuk istilah akuisisi dipergunakan istilah “pengambil alihan” (Pasal -
103 UUPT). Di samping itu KUHD tidak kita lihat adanya ketegasan tentang
Jjumlah pendiri PT, sedangi:an UUPT dengan tegas menyebutkan didirikan oleh 2
(dua) orang atau lebih dan kalau setelah perseroan disahkan oemegang saham
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak keadaan itu pemegang saham wajib mengalihkan sebahagian
sahamnya kebada bréng lain (Pésai 7 (1 dan (3). Jadi di sini tidal. dibenarkan

* pemegang sair.m tunggal dan boleh merupakan PT terbuka.
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Seperti dikatakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor | tahun 1995
menentukan bahwa mendirikan PT dimula dengan suatu perjanjian yang
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Kalau terjadi setelah perseroan disahkan,
pemegang saham ménjadi kur.ang dar 2 (dua) orang, , maka dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan itu pemegang saham wajib
mengalihkan sebahagian sahamnya kepada orang lain. Sanksi dari ketentuan ini
dalam arti apabila setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham masih tetap
kurang darn 2 (dua) orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara
pribadi atas segala perikatan atau kerugian PT dan atas permohonan pihak vang
berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT tersebut.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat 1, 3 dan 4 di atas, terlihat bahwa pembuat
undang-undang memang menginnginkan PT yang pendirinya lebih dari 2 9dua)
orang dan tidak menginnginkan PT tunggal, bahkan memperkenalkan PT terbuka.
Dalam undang-undang itu disebutkan PT terbuka adalah perseroan yang modal
dan jumlah pemegﬁng sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang
melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidarg pasar modal (Pasla 1 butir 6). PT terbuka ini dalam hal p(émakaian nama
selain menyebut nama perkataan “Perseroan Terbatas™ atau disingkat “PT” pada
akhir nama perseroan ditambah singkatan kata “Tbk”. (lihat Pasal 13 (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas memperoleh
pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang No;rﬁorl 1 tahun 1995 di mana

pemegang saham minoritas diberi hak minta kepada PT untuk membeli kembali
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sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal mereka tidak dapat menyetujui
beberapa tindakan PT. Di samping itu pemegang saham minoritas mempunyai hak
untuk mengajukdn gugatan terhadap PT ke Pengadilan apabila mereka menilai PT
telah melakukan perbuatan lemawan hukum atau perbﬁatan yang méreka anggap‘
tidak adil dan tanpa alasan yang wajar (Pasal 54 (2), Pasal 55 (1), Pasal 75, 76;
105 dan 110 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995). Ketentuan-ketentuan ini
kalau dilakukan secara wajar memang sangat baik, karéna pemiegang saham
mayoritas tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap ' pemegang saham
minoritas. Tetapi bisa juga berdampak negatif kalau -dilakukan tidak waiar oleh
pemegang saham minoritas sehingga kehidupan PT.menjadr-lebih dan tidak
tenang dalam men) alankan usahanya untuk mencari laba.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)
yaitu‘ Undang-Undang Nomor 1 .tahun‘ 1995 sesuai dengan Pasal 129 akan mulai
diberlak,ukan secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996. Hal ini berarti terhitung
sejak tanggal tersebut buku Kesatu, Titel Ketiga bagian Ketiga, Pasal 36 sampal
dengarll_pasal 56 KUHD berikut Undang-Undang Nornor 4 tahun 197! tentang
Perbbail;h Pasal 54 KUI—[b ti-da-k méﬁjadi acuan untﬁk mendirikan Perseroan
Terbatas (PT) béru.-Demikian juga untuk melakukan perubahan anggaran dasar
bagi sﬁafu-.Pfy‘ang sudaﬁ ada harus mengacu pada ketentuan UUPT yang baru.

‘ Sedangkan bagi .ak'.[e pendirian Perseroan Térbatas (PT) yang badan
hukumnya ielah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetajui
* sebelum undang-undang ini (UUPT) berlaku, masih tetap berlaku sepanjangtidaj

bertentangan dengan UUPT dengan ketentuan sampai dengan batas waktu'7 Maret
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1998 (2 tahun) terhitung sejak UUPT mulai berlaku maka setiap Perseroan
Terbatas (PT) yang telah disahkan dan perubahan anggaran dasar yang telah
disetujui harus telah disesuaikan dengan UUPT tersebut. Hal ini dapat kita lihat
dalam Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 125 UUPT ayat I, 2 dan 3.

Nasib daripada suatu bentuk perseroan yang dikenal dengan nama
Maskapai Andil Indonesia (MAI) vang diatur dalam Staatsblad 1939 Nomor 569
jo Nomor 717 juga ditentukan dalam UUPT ini. Dalam Pasal 126 UUPT
menyatakan dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya undang-
undang ini yang berarti sampai batas akhir tanggal 7 Maret 1999 wqiib
~mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya
kepada Menteri, karena bentuk MAI tidak berlaku lagi dan oleh karenanva

menjadi bentuk PT.

E. Beberapa Pasal UUPT Mem_grlukap Pel‘atunjan Pelaksana

Dalam ‘UUPT Vada beberapa pasal yang masih diperlukar peraturan
organiimya. Kami tidak membahasnya secara keseluruhan. Diantaranya dapat
dikerﬁukakan antlare; lain Paéal 134 yaitu tentang pemakaian nama perseroan.
Dalam pésal ini ada hal yang baru‘yaiti dalam hal Perseroan Terbuka yang disuruh
pa(liakakhir namé persr'oan ditambah singkétan kata “Tbk™ yang maksudnya
“Terbuka”. |

Pasal 21 UUPT menurut hemat kami juga masih diperlukén pératuran
pelaksananya tentang instansi mana yan'g:diberikah hak untuk mendaftarkan :‘l‘?"f .

‘yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Négeri. Kalau dikaitkan dengan
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang “Wajib Daftar Perusahaan”,
rasanya juga kurangtepat karena undang-udang itu juga mewajibkan bagi seluruh
perusahaan.

Pasal 25 UUPT ju'ga' memrlukan beraturar{v pelakasa.nanya. .khusus
mengenai perubahan besarnya modal dasar dan peheﬁtuan besarnya modal dasar
Perseroan Terbuka beserta perubahannya.

Pasla 28 UUPT mengenai bentuk-bentuk tagihan vyang dapat
dikompensasikan sebagai storan saham juga memerlukan peraturan pelaksananya.

Demikian juga Pasal 36 UUPT mengenai ketentuan scham yang
ditawarkan kepada karyawan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. Dan masih ada lagi beberapa pasal seperti mengenai pasar
modal, mengenai penggabungan (merjer), peleburan (konsolidasi) dan pengabil
alihaq (akuisisi) yang masih memerlukan peraturan pelgk‘sananya,. Kami_.hanya_-
mengemukakan b¢berapa pasal saja sc_abe_lgai umpan balikl agar kiranya dapat
mendorong pemerdntzii secepa‘nya menciptakan apa-apa yang perlu diciptakan
daiam -rangi(a menyongsong berlaimnya UUPT secara definitif.

¢
F. Péranan Penga:dilan Negeri

Kalau dalé.m'.KUI-[.D, peranan Pengadilan Negeri hanya sebatas tempat
pendaftafan PT, makak di dalam UUPT Pengadilan Negeri bukan lagi sebagai
tempat ‘pe-nda'ftaran PT fefapi s‘e'bagai tenpat untuk mengaj L-Jkan gugatan bagi pare.l‘ |
kreditor yang merasa keberatan atas keb‘.,'atlis:,a.n PT menguféngi modalnya (Pa;i-ll

38 (3) UUPT).
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Bagi para pemegang saham yang merasa dirugikan akibagt tindakan PT
dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Pasla 54 (2,3).

Demikian juga bagi para pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dapat mewakili PT untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
terhadapp anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada PT (Pasal 83 (3) UUPT) dan mereka juga dapat menggugat
komisaris yang melakukan perbuatan seperti di atas (Pasal 98 (2).

Bagi para kreditor vang tagihannva ditoiak olch likuidalor dapai
melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 120 (3) dan juga kreditor yang
tidak melakukan tindakan kepada likuidator dapat mengajukan tagihannya melalui
Pengadilan Negeri (Pasal 121 (1) tetapy hanya dapat dilakukan ‘terhadap sisa:

' kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham (Pasal -121
(2).

Di samping itu kita lihat Pengadilan Negeri‘d_apat memberikan izin untuk
pemanggilan RUPS (Pasal 67 UUPT) dan untu_k menetapkan korum (Pasal 73 .(6)’
tempat ditujuk.‘&n permohénan péilit (Pa-sal 90 UUPT) untuk me_minta dilakukgn
pemefiksaan terhadap PT karena ada dugaaﬁ PT atau anggota Direksi atau Kosaris
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham
atau pihék ketiga (Paéal 110 UUPT) ataS permohonan pemeg;clng éaﬁam baik atas
‘nama sendiri atau -atés nama PT, atau pihak iain yang diberlikan hak oleh
Angaran Dasar P'1 é{f;au perjanjian lain danl juga oleh Keljla-ks(aan‘ dalamAhva.l

mewakili kepentingan urhum (Pasal 110 3) é, b dan ¢ UUPT). Dan laporan hasil
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pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepaad Pengadilan Negeri (Pasal 112
UUPT) menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan dan siapa yang
menanggungnya juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 113 (1 dan
3) UUPT).

Apabila ada alasan-alasan untuk membubarkan PT, P:asal 114 butir ¢ jo

Pasal ‘117 (1) memberikan hak dan kewajiban kepada Pengadilan Negeri dan

- sekaligus mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena
'vang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam
hal utang PT melehiht kekavaan perseoran (Pasal 123 LTLPT)

Demikian beberapa wewenang yang ada- yang ditegaskan dalam UUPT
bagi Pengadilan Negeri, yang dalam undang-undang lama (KUHD) tidak ada kita
jumpai.

Dengan lahirnya  UUPT (Undang-Undang Nomor 1. .tahun 19915)
menggantikan beberapa pasal yang mengatur PT dalam _KUHD (Pasal 36 — 53)
merupakan perubahan prinsip‘dalam sistem huku.m nasional kita khususnya di
bidang hukum perseroan. Namun demikian masih ada masa tunggu untuk
memberlélkukan undang-undang otu secara penuh. PT yang sudah dapat terus
.melaksar-lakan tugasdya sampal pada batas waktu yang ditentukan untuk itu
melakﬁkan penyesuaian—ﬁenyesuaian-derigan ketentuan-ketentuan yang diatﬁr
dalam UUPT tersebut. |

Derigaﬁ ketentuan-ketentuan baru ini,l diharépkan PT dapét menjadi -salah
satu pilar pembahgunan ekonomi nasional yang béfasaskaﬁ kekeluargaan ménufui

dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai mengejawantahan dari Pancasila dan
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Undang-Undang Dasar 1945. Kita memang mengetahi bahwa banyak hal-hal baru
yang sudah diterobos oleh hukum perseroan yang semula tidak dijumpat dalam
peraturan tetapi sudah muncul dalam praktek. Namun hal ini kalau tidak cepat-
cepat diatur dalam bentﬁk peraturan dikhawaﬁrkan ter:iadin-ya- ketidak pastian
hukum. Oleh sebab itu diharapkan semua sudah dapat terlanpung. dalam UUPT itu
sendiri, walaupun diakui UUPT masih memerlukan “pe-raturan-per:ituran

pelaksananya.

G. Modal dan Saham

Dalam KUHD tidak. ada ditegaskan berapa besar jumlah modal untuk
mendirikan perseroan (PT), hanya disebutkan modal perseroan dibagi atas saham-
saham atau sero-sero, atas nama saham blanko (Pasal 40) dan perseroan tidak
akan dapat mulai sebelum paling sedikit 10% dari modal perseroan sudah disetor
(Pasal 51). Kalau perseroan menderita rugi sebesar) 50% maka pengurus wajlib
mengumumkannya (Pa;al 47 ayat 1( dan _bu_ba_r demi hukum apab_ila pe_"rseroan_
mengalami kerugian sebesar 75%, hal ini ditegaskan dallam Pasal 47 ayat 2
KUHb. | | |

Di dalam UUPT tentang modal das;r PT sudah duatur yaitu sebesar palipg
sedikit Tp. 20..000.000,- (dﬁé pﬁluh juta rupiah). Hal tni diatur dalam Pz;sal 25
ayat 1. Sekalipun demikiz‘m. dibefikan ﬁula keleluasaan bégi peraturan perundang—
undangan lainnya. yang mengatﬁr bid.ang—l;idang tertentu untuk fﬁenetapkan angké
yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perseroan yang bersangkutan (lihat Pasal

25 ayat 2). Dan juga ditegaskan dalam Pasal 26 UUPT itu bahwa bada saat
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pendirian perseroan minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan
50% dari nilai nominal telah disetor. Pada saat pengesahan maka keseluruhan
modal yang ditempatkan tersebut harus telah disetor umum. Lebihl lanjut
ditentukan pula bahwa modal ditempatkén itu.yang di.peroleh dari nilai- sahém
dapat dilakukan dalam bentuk wang atau bentuk lainnya. Dalam hal penyetdran
saham dilakukan dalam bentuk selain uang, maké ditegaskan bahwa dipeflukan
penilaian harga dari ahli yang tidak terikat pada perseroan. Apavila benda yang
diserahkan/dosetorkan beruba benda tidak bergerak, maka untuk menjamin status
benda vang bersangkutan bebas dari hehan dan masalah, maka diwgjibkan uniuk
mengumumkan penyetorang tersebut dalam 2 (dua) surat bubar harian (Pasal 27
ayat 1, 2 dan 3) sedangkan dalam Pasal 27 ayat 4 khusus mengatur untuk
Perseroan Terbuka di mana setiap. pengeluaran saham- harus telah disetor penuh
depgag tunal. Hal ini berarti angsuran modal ditenpaykan hanya dimungkinkan
sebelum perseroan disahkan, yaitu pada waktu antara pendirian dan pengesahan
perseroan. Setelah peng__esahan, maka modal yaiig ditempatkan harus selalu sama
dengan modal disetor, apalagi kalau Perseroan Terbuka. Ketentuan ini
diﬁiaksudkan untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi daiam prakték .
untuk menagih dana dari. saham yang telah dikeluarkan, tetapi baru dibayar
sebahagian, belum lunas seluruhnyal. |

Modal yang-sudah ierkumpul dallam p'erserolan yang dikﬁhpulkan dengan
suséh payah itu perlu dijaga dan dilindungi. Prinsip perlindungan modal dan
kekavaan perseroan ini diwujudkan antérﬁ lain ‘dal"éxn‘n ‘;kétenf’lvl.an;‘mengenai

larangan bagi perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri atau
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dimiliki oleh anak perusahaannya dan pembatasan tertentu untuk perseroan

membeli sahaniniya kembali (Pasal 29).

H. Penambahan dan Penguranghﬁ Modal

Tentang penarmbahan dan pengurangan modal perseroan.dalam KUHD
tidak ada mengatumya secara khusus, padahal dalam 'préktek penambéhan dan
pengurangan modal selalu dilakukan. Kalau memang ada'pengaturannya dal;am
anggaran dusar, ketentuan itulah yang dipergunakan tetapi kalau tidak ada maka
kebiasaan-kebiasaan dalam hukum perseroan dinedomani. UUPT dalam Pasal 34
— 36 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penambahan nodal, sedangkan
tentang pengurangan modal kita jumpai dalam Pasal 37 — 41.

Dalam Pasal 36 disebutkan dalam Anggaran Dasar menentukan lain,
seluruh hsahgm yang dikeluarkan dalam penanaman modal.harus terlebih-dahulu
ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham
untuk klasiﬁ'.iasli saharm yang éama. Tetapi apabila dalam ha! setelah 14 (empat
be;as) hari sejak penawaran saharp .baru tersebut, pemegang saham tidak
rrienggunukan hﬁknya maka perseroan menaWe-lrkan sejumlah tertentu dari saham
tersebut kepada karyawan mendahului penawaran kepada pihak lainnya. Hal ini
merupakan konsep baru di mana pembuat undang-undang mengikuti sertakan
karyawan dalam kepemilikan saham perseroan. Hanya sé_ia diperlukan- dipikirkan
lebih lanjut adalah apakah dengan dimilikinya saham tersebut oleh karyawan

"maka berubah sifat saham ters'éi)u’t. sebagai saham karyawan yang berarti saham

tersebut sebagai saham karyawan yang berarti saham tersebut tidak dapat dipindah
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tangankan dan bagaimana pula andaikata kalau karyawan yang bersangkutan
berhenti dari pekerjaannya, apakah saham yang dimilikinya itu dicabut kembaii

| dan kepadénya diberikan penggaﬁtian. Hai ini barangkali perlu pengaturan yang
lebihjelas. | B
Dalam hal 'dnggéran dasar diténtukan méngharuskan pemégang saham
"menawarkan képada pihak tertentu atau pemegang saham lainnya yang tidak
dipilihnya sendiri dan ternyata perseroan tidak bisa menjamin kesediaan pihak

tersebut, maka pemegang saham yang hendak menjual saham itu dapat

.

menawarkannva kepada-karvawan mendahuiui peénawaran kepada pihal
Tetapi kalau perseroan dapat menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan itu
dibeli dengan harga yang wajar dan-dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak penawaran dilakukanz -maka. ketentuan-dalam anggaran dasar
‘tu dapat dlil_aksz’ingljcannya,‘ demikian lgeteqtuan Pasal 51 ayat 1 dan 2. Dan tawaran

ini dapat ditarik kembali kalau jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat 1

S
tidak dapat _dipe_nuhi (ayat _3) dan penawaran ni h_a‘nyakc}apit d{il_akul»c_a‘n‘satu kali
anat 4). | -

o D;ﬂam sistelm.e-Kl.JHD kita menéenal saham atas nama dan s_aha.r_n‘ blanlgq
ya:;g: masipg-rﬁaéing s’udz;h diteﬁtﬁkaﬁ bagaimana caré%uk mengz;lihkannya.
Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 40 _ 43 KUHD.

" Dalarﬁ 'UUPT'dikéna-l sa}{a;ri atas nélrﬁa dan saham étas tunjﬁk yang

masing-nfasing p-ehyeraha-nnya.berb(édé.. I'\/Iellnurl:l‘t P.zisal 49 disébutkén bail&‘al :

1. Peniir.dhan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak
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2. Akta pemindahan hak sebagaiman adimaksud dalamn ayat (1) atau salinannya
disampaikan secara tertulis kepada perseroan

3. Direksi wajib mencatat pemindahan atas saham atas nama, tanggal dan hari
pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2)

4. Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat
saham

5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas
tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal

Dari ketentuan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa mekanisme
penerbitannya dan cara pemindahannya sudah ditentuakn dengan jelas.

Di samping itu UUPT ini memungkinkan diterbitkannya bebrapa
klasifikasi saham yang dibeberapa negara dikenal sebagai classes of share atau
class right. ¢ !

Hal im dapat kita lihat dalam Pasal 46 UUPT. Pengenalan klasifikasi
saham ini menurut Lambock V. Nahattands dalam kertas kerjanya berjudul “Garis
Besar Perubahan Dalam Sistem Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1995 tentang Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas (PT)
Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya Bagi Dunis Usaha
diselenggarakan di Jakarta, dimaksudkan urtuk memberikan keleluasaan bagi
perseroan untuk bervariasi dalam menerbitkan saham guna membe"rii(ah

kesempatan kepada mereka yang ingin menanamkan dananya pada perseroan
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memilih jenis saham sesuai dengan kebutuhannya. Kriteria untuk menentukan
klasifikasi beragam antara lain seperti hak suaranya, pembagian devidennya,
jangka waktu (usia) nya, ataupun kemampuannya untuk ditukarkan dengan
klasifikasi lainnya dan kriteria tersebut tidak selalu bersifat alternatif tetapi juga
dapat bersifat kumulatif.

Dengan dimunculkannya sebagai klasifikasi saham seperti yang diatur
dalam Pasal 46 UUPT yang nantinya diatur dalam Anggaran Dasar. Di samping
“itu UUPT ini memungkinkan adanya pemegang saham tanpa hak suara Ada
beberapa klasifikasi saham vang diperkenalkan UJUPT ini vaitu saham tanpa hak
suara dengan-hak- suara khusus (mislanya saham prioritas), hak' suara terbatas
(misalnya saham bfeferens) ataupun hak suara bersyarat (mislanya sahéxﬁ tersebut
punya hak .suzzlra dengan hak suara hanya bila pemegangnya memenuhi
‘persyaratan tértentu_, seperti saha yang dimiliki oleh anggota pasar r'lnodal seperti
diatur oléh RUU Pasar Modal. Semuanya ini dapat kita lihat seperti yang diatur
dalam Pasal 46 aydt (4).

Telah juga dijelaskan ‘di atas' bahwa dikenal juga saham tanpa hak suara.
Bisa saja ini disebabkan karena saham tersebut dimiliki Sendiri oleh perseroan
'yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung.(lihat Pasal 33 dan pasal

72 ayat (2 dan 3).

Dengan_adanyq_ varja_si mengenai__h:'c}k. suara ini, maka penentuan korum -

dan penggmbi_;?.n lgeputugan dz}lam RUPS tidak mengacu padg bagian_ﬁtértentu dari

modal yang ditempatkan seperti lazimnya di'kén'a:l selama ini, tetapi pada bagian
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tertentu dari saham dengan hak suara yang sah (dapat kita lihat dalam Pasal-pasal
31 ayat 92), 73, 75. 76, 88 dan 116 ayat (2).

UUPT ini memperkenalkan pula pecahan saham dengan hak suara secara}.
kolektif (Pasal 47 ayat (2). Sedangkan untuk saham vang digadaikan (karena
saham sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat digadaikan)
dipertegas bahwa hak suara ada pada pemegang saham. Karena itu penggadaian
saham perlu dilaporkan kepada perseroan dan diczntumkan dalam Daftar

Pemegang Saham (Pasal 53)..

I. Klausule Dalam Anggaran Dasar PT
Kalau kita perhatikan ada beberapa klausule dalam anggaran dasar yang
dapat kita pergunakan sebagai acuan yang menunjukkan bahwa sifat kemandirian
suatu PT. Klausule-klausule antara lain :
1. Saham bisa dipindah tangankan
2. Kerugian ditutup dengan dana cadangan
3. Kalau kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba/rugi ‘
4. Kalau kerugian belum dapat ditutup, maka dalam tahun yang akan datang,
maka dianggap PT tidak mendapat laba

5. Pembubaran PT setelah waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yang diikuti dengan likuidasi
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6. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi sedapat mungkin terlebith dahulu kepada
para pemegang sakam jurmlah pokok dari besamya saham masing-masing dan
sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh RUPS

Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa PT dengan sifat
kemandiriannya sebagai badan hukum penghimpun modal mempunyai tanggung
jawab terbatas. Di samping itu untuk melaksanakan kemandiriannya PT diurus
dan dipimpin oleh suatu direksi atau pengurus vang dapat mewakili PT di dalam

?ian di luar pengadilan. Pengurus ini diangkat oleh Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) sebagai ilembaga vang tertinggi di suatu PT.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Seielah diuraikan dengan panjang iebar dalam bab-bab sebelumnya, maka

sampai kita pada kesimpulan sebagai berikut :

1.

Banyak badan usaha vang didirikan manusia untuk mengejar keuntungan dan

salah satu diantaranya perseroan terbatas (PT)

Untuk menjadikan PT sebagai badan hukum hams diperlukan prosedu .

a. Setelah akte pendirian, menunggu pengesahan menteri kehakiman

b. Setelah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, menunggu
pendaftaran (KUHD : didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, Undang-
Undang Nomol tahun 1995, didaftarkan di Daftar Perusahaan)

c. Setelah didaftarkan menunggu diumumkan dalam Berita Negara

Dengan dipenuhinya prosedur di atas dan melekat;lya status hukum PT,

menjadikan sifat kemandirian dari PT yang bersangkutan

Badan hukun¥ PT merupakan badan hukum penghimpun modal (capitiil

assosiatie) di mana dengan mudahnya terjadi perailhan saham dan pergantian

persero/anggota dan pare. persero/anggota ini sama sekali tidak dapat

mempengaruhi perusahaannya kecuali pada RUPS

RUPS sebagai lembaga tertinggi dalam suatu PT sebagai lembaga tempat

pé’ta‘n_ggung jawaban direksi dalam melaksanakan kewajiba;lﬁyélz mengurus

PT
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. Saran-saran

Masih perlu dipertahankan agar Menteri Kehakiman yang mempunyai
kewenangan untuk mengesahkan akte pendirian yang memuat Anggaran
Dasar PT

Demi praktis dan ekonomis dalam prosedur pengesahan Anggaran Dasar PT,
Menteri Kehakiman perlu mendelegiseer wewenangnya kepada Kakanwil
Tingkat | Departemen Kehakiman di daerah-daerah

Perlu secepatnya dipertegas tentang pendaftaran PT dalam “daftar
perusahaan” apakah merujuk kepada UIndang-Uindang Nomor 3 tehun 1982
atau ketentuan lain

Perlu secepatnya dikeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1

tahun 1995 sebelum Undang-Undang ini berlaku secara efektif pada tanggal 7

Maret 1996
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